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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023-2026
dapat terselesaikan dengan baik. Secara umum,
Renstra ini dipergunakan sebagai panduan dan
pedoman dalam merumuskan perencanaan kinerja,
program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
selama periode tahun 2023-2026 sehingga diharapkan dapat
diperoleh kinerja dan keluaran yang maksimal.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten 2023-2026 disusun dengan harapan dapat
mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dapat dijadikan
sebagai pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk mempermudah
dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga
menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan program
pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif
dan efisien bila dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan
perubahan dinamika lingkungan  sehingga Renstra yang
disempurnakan dapat bertujuan positif kedepan dan dapat
diandalkan sebagai acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan
kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional
serta menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas
program, lintas pelaku dan lintas OPD Provinsi dan Kab /Kota.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten 2023-2026 ini, maka Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai acuan umum
tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentunya masih harus



dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan agar
skala prioritas setiap kegiatan dan program menjadi lebih konkrit.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan
masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Dokumen
Renstra ini, semoga dokumen ini bermanfaat untuk perencanaan
kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Tahun 2023-2026 dan menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten pada periode mendatang serta dapat dijadikan skenario
pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana
kerja tahunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam
mewujudkan visi, misi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis ini.

Wassalamu’alaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Serang, Maret 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Banten,

Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

il
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupaka kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan
hidup memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat
disekitarnya. Sehingga baik buruknya kualitas lingkungan akan
ditentukan oleh prilaku masyarakat disekitarnya juga. Maka dari
itu, lingkungan yang sehat akan berdampak pada kesehatan
masyarakat disekitarnya.

Selama ini terdapat tiga indikator yang menjadi dasar
penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Indonesia
yang mencakup aspek udara, air sungai dan tutupan hutan. Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan
istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas
lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan,
flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

Lingkungan hidup diatur oleh suatu hukum alam secara
otomatis. Artinya kalau salah satu komponen rusak maka akan
mengganggu komponen yang lain karena dalam suatu lingkungan
hidup berlaku sistem yang disebut dengan rantai makanan.Dalam
kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup manusia
dihadapkan pada rangkaian permasalahan yang saling berkaitan.
Rangkaian pokok permasalahan dalam lingkungan hidup, yaitu
sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang
semakin terbatas.

2. Grafik kenaikan penduduk dunia sejak permulaan abad ke-18
yang meningkat tajam.

3. Pertumbuhan ekonomi tidak merata.
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4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dilandasi

oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan di dunia.

Masalah lingkungan hidup dan kelestarian hutan ini telah
lama menjadi bahasan masyarakat internasional, bahkan masalah
ini akan menjadi isu berkepanjangan hingga akhir zaman.
Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup. Sebagai suatu kesatuan ekosistem
lahan yang berisi sumber daya alam hayati, hutan memberikan
kontribusi yang besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan.
Setidaknya ada tiga alasan yang membuat kita harus melestarikan
hutan: Pertama, setiap pohon besar mampu memproduksi 4.580
kilogram oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan
oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1.058,5 kg/tahun. Jadi jika
rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4.234 kg oksigen per
tahunnya. Ini bisa dipraktekan dengan menanam 1 pohon besar
dipekarangan rumah kalian tentunya kebutuhan oksigen tercukupi
dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Kedua, setiap
pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan
rata-rata 5 unit AC (Air Conditioner) yang dioperasikan selama 20
jam/hari. Ketiga, setiap hektar hutan dapat menetralisir
karbondioksida (CO2) yang diakibatkan oleh 20 kendaraan
bermotor. Setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat
1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu,
asap, aerosol, dll) dan mengolahnya menjadi humus.

Namun pada kenyataannya, banyak faktor yang
mempengaruhi rusaknya hutan di Indonesia, seperti pengusahaan
hutan yang dilakukan secara tidak berkelanjutan (unsustainable).
Kemudian juga tidak adanya kesadaran untuk menanam kembali
hutan yang sudah diusahakan/dikelola, belum lagi adanya
inefisiensi yang sering kali terjadi mulai dari penebangan sampai
kepada pemakaiannya. Selain itu, sebagian besar jenis kayu yang
tumbuh di hutan adalah jenis kayu yang sangat laku di pasaran.

Hal ini akan meningkatkan tingkat eksploitasi jenis kayu tersebut
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di hutan. Semakin tinggi permintaan akan kayu, maka tingkat
eksploitasi akan semakin besar, sehingga peluang terjadinya
kerusakan hutan akan semakin besar pula.

Upaya pencegahan kerusakan hutan harus lebih digencarkan
untuk menghindari semakin meluasnya kerusakan hutan,
khususnya hutan di kawasan Provinsi Banten. Upaya pelestarian
hutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga harus
melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, terutama
masyarakat yang tinggal di areal sekitar hutan. Di satu sisi
masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan,
disisi lain manfaat ekologi dan sosial juga dapat dioptimalkan.
Sehingga hutan dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh generasi
sekarang, tetapi juga dapat dimanfaathan hingga generasi yang akan
datang. Hal ini seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
yang telah  dideklarasikan  organisasi-organisasi ditingkat
internasional.

Secara filosofis pembangunan berkelanjutan bermakna saling
menghormati, menghargai, inklusif, dan berlaku adil. Dalam hal ini,
tujuan pembangunan tidak hanya untuk saat ini dan hanya bagi
golongan tertentu tapi juga memperhatikan keberlangsungan antar
generasi dan menjaga keseimbangan dengan alam dan makhluk
hidup lain. Adapun keadilan berarti pencapaian pembangunan di
satu sisi tidak boleh mengorbankan tujuan lainnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) pada beberapa dekade terakhir, telah menjadi
mainstream pembangunan, dimana banyak negara di dunia telah
mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan,
baik pada level lokal (daerah),nasional hingga pada level
internasional. Keberlanjutan (sustainability) telah menjadi elemen
inti (core element) bagi banyak kebijakan negara-negara di dunia dan
lembaga-lembaga strategis lainnya (Ekins dan Simon 2001).

Istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987 oleh
World Comission on Environment and Development (Brundtland

Comission) salah satu komisi United Nation (PBB), melalui buku Our
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Common Future. WCED (1987) mendefinisikan sustainable
development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their
own needs. Dalam arti harfiahnya dapat didefinisikan sebagai suatu
upaya pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi
kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam tataran implementasi di Indonesia, pembangunan
berkelanjutan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi
kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,
dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU
RI No.32 tahun 2009). Lebih jauh Munasinghe (1993) menyatakan
bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga
dimensi penting, yakni; ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan
demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada
keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (economic
growth), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata
(social equity), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan
yang serasi dan seimbang (ecological sustain). Menurut Serageldin
(1996) suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan
sumber daya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan
berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan
sosial bersifat berkelanjutan.

Meskipun banyak variasi definisi pembangunan
berkelanjutan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan secara berkelanjutan, namun pada intinya mencakup
dan bertumpuh pada tiga aspek/pilar utama yakni; ekonomi, sosial,
dan ekologi (Munasinghe 1993). Dengan kata lain, konsep
pembangunan berkelanjutan berorientasi pada tiga dimensi
keberlanjutan, yaitu: keberlanjutan ekonomi (profit), keberlanjutan
sosial (equity), keberlanjutan ekologi (sustain). Ketiga dimensi
tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus
diperhatikan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat

serta sumberdaya alam dan lingkungan merupakan basis untuk
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kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan
prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun
kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial
yang tidak stabil akan cenderung menimbulkan tindakan yang
merusak kelestarian sumberdaya alam dan merusak kesehatan
lingkungan, sementara ancaman kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan (misalnya kelangkaan tanah dan air) dapat mendorong
terjadinya kekacauan dan penyakit sosial (Suryana, 2005).

Secara spesifik Cincin-Sain dan Knecht (1998), menyebutkan
bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga aspek utama,
yaitu: (1) pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup
manusia, yaitu pembangunan yang menekankan manusia sebagai
pusat perhatian; (2) pembangunan yang memperhatikan
lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya, perlindungan
proses ekologi, sistem pendukung kehidupan maupun
keanekaragaman hayati; (3) pembangunan sosial secara adil dalam
distribusi keuntungan pembangunan yang meliputi keadilan antar
masyarakat, antar generasi, antar negara.

Dengan demikian pembangunan berkelanjutan untuk
lingkungan hidup dan kehutanan, menjadi sangat penting, dengan
mengedapankan pada tiga pilar utama tersebut secara bersama-
sama. Agar keberlanjutan lingkungan hidup dan kehutanan dapat
terjaga dengan baik, khususnya di wilayah Provinsi Banten, maka
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menjadi sangat penting dan
strategis untuk dilakukan.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen
perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan perkembangan
lingkungan strategis. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD
untuk periode 5 (lima) tahun daerah untuk mengarahkan pelayanan
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan

yang disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
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Perencanaan pembangunan provinsi banten pada tahun 2023
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya
RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022, sedangkan pemilihan
kepala daerah baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun
2024, maka Provinsi Banten tidak memiliki dokumen RPJMD
sebagai acuan Penyusunan Renstra tahun 2023-2026.

Untuk itu bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, maka
penyusunan RPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran
pokok RPJPD Provinsi periode berkenaan, serta arah kebijakan dan
isu strategis RKP dengan mengacu pada RPJMN, hal ini diatur
dalam pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017 dalam Rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah provinsi, keselarasan
program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan
pembangunan nasional.

Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada (RPD)
Rencana Pembangunan Daerah sesuai Tugas dan Fungsi OPD dan
merupakan dokumen perencanaan daerah berorientasi 4 (empat)
tahun, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahunan OPD dan acuan dalam penilaian kinerja OPD
oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa 4 tahun
tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan
kinerjanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam dokumen
perencanaan tersebut. Selain itu urgensi penyusunan Renstra OPD
adalah:

1. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD
2. Dasar penilaian kinerja Kepala OPD
3. Menjadi acuan penyusunan LAKIP OPD

Renstra OPD dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi
yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih
sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-
masalah mendasar yang dihadapi Provinsi Banten khususnya di
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Renstra ini
bersifat jangka menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan
jangka panjang, dan mengacu Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan RPD Provinsi Banten 2023-2026 yang memuat visi,
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misi pemerintah melalui pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, top down dan bottom up. Sehingga rumusan visi, misi
dan arah kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup dan
kehutanan Provinsi Banten untuk 4 tahun mendatang dapat
bersinergi dengan arah pembangunan Penjabat Gubernur sebagai
Kepala Daerah untuk periode 2023-2026.

Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang
tertuang dalam dokumen Renstra ini perlu didukung dengan strategi
umum, yang diterjemahkan kedalam program-program
pembangunan, kemudian diuraikan kedalam kegiatan-kegiatan

yang mendukung masing-masing program tersebut.
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Penyusunan Renstra juga didasarkan atas pertimbangan
yuridis yang memayungi pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan. Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, secara
khusus telah didukung oleh adanya peraturan yang mengatur
mengenai lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk
perundang-undangan, yakni ; Undang-undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Dimana kedua undang-undang tersebut pada intinya menyebutkan
bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan bertujuan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten tahun
2023-2026, dilakukan dengan pendekatan teknokratis, partisipatif
dan bottom-up/top-down serta kerangka pendanaan. Proses
penyusunannya meliputi 4 tahapan sebagai berikut;

1. Tahap Persiapan Penyusunan perubahan Renstra; merupakan
tahap awal dalam penyusunan perubahan Renstra,

2. Tahap Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra; merupakan
tahapan penyusunan rancangan awal perubahan Renstra, yang
terdiri atas;

Perumusan rancangan Renstra OPD;

Penyajian rancangan Renstra OPD; menyampaikan hasil

rancangan Renstra yang telah disusun dalam bentuk

dokumen dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah; serta
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Pelaksanaan forum Renstra OPD dengan melibatkan seluruh
unit kerja di lingkungan OPD dan para pemangku kepentingan
pelayanan OPD yang bertujuan untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan
kegiatan pelayanan OPD;

3. Tahap penyusunan rancangan akhir Renstra Merupakan
tahapan penyusunan rancangan final/akhir dari Renstra yang
disusun, terdiri atas;

Penyusunan rancangan akhir Renstra.

merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang
berpedoman pada RPD Provinsi Banten;

Penyusunan rancangan Renstra.

bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta
menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPD;

4. Tahap Penetapan Renstra.

Merupakan tahapan akhir dari penyusunan Renstra, yang terdiri
atas :
Rancangan akhir Renstra OPD disampaikan oleh Kepala OPD
kepada  Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan
Kepala Daerah;
Rancangan perubahan Renstra OPD selanjutnya diverifikasi
akhir oleh BAPPEDA untuk menjamin/memastikan
kesesuaian Rancangan Akhir Renstra dengan RPD yang telah
disusun dan yang telah ditetapkan dan menjamin
keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya;
Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD menjadi Renstra

OPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
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Renstra OPD dalm hal ini Renstra DLHK Provinsi Banten
Tahun 2023-2026, haruslah mengacu pada RPD (Rencana
Pembangunan Daerah) yang telah ditetapkan, dimana
memuat; a) visi, misi, dan program kepala daerah; b) arah
kebijakan keuangan daerah; c) strategi pembangunan daerah;
d) kebijakan umum; e) program OPD; f) program lintas OPD;
g) program kewilayahan; h) rencana kerja dalam kerangka
regulasi yang bersifat indikatif; dan i) rencana kerja dalam
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Serta terkait pula
dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Keterkaitan Renstra OPD dengan RPD merupakan
keterkaitan tugas dan fungsi OPD sebagai organisasi/lembaga
pembantu  Gubernur dan Wakil Gubernur dalam
meuwujudkan visi dan misinya. Kewenangan tugas dan fungsi
OPD tersebut dituangkan dan ditetapkan melalui Keputusan
Gubernur. Keterkaitan tersebut juga merupakan keterkaitan
struktural ditingkat daerah. Sedangkan keterkaitan Renstra
OPD dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah keterkaitan sektoral yakni kajian
lingkungan hidup dan kehutanan serta keterkaitan struktural
antara pemerintah pusat dengan daerah/Provinsi.

Penyusunan Renstra perlu dilakukan untuk
penyesuaian Renstra, terutama terkait klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur yang mengacu pada Peratiran terkait yakni
Peratran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pasal 14
ayat 5 “Penyusunan Dokumen Perencanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat 4, menggunakan klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan”. Dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan &
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Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Kklasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terkait
pertimbangan bahwa klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah digunakan
untuk Slstem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Untuk itu,
sangat penting melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur dalam Renstra DLHK Provinsi Banten 2023-
2026

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten tahun 2023-2026, meliputi; Undang-Undang Dasar,

Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Keputusan

Gubernur, yakni;

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor S tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten;

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP
Nasional 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000
tentang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan
dalam  Pelaksanaan Dekonsentrasi dan  Tugas
Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
tentang Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan  Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58889
Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 41 tahun 2002
tentang Pengurusan Hutan;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

2010-2030;
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1.3.

30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten;

31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017
tentang Perubahan atas Peratutran Daerah Provisnisi
Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030;

32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten 2017-2022;

33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

34. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten.

35. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-

2026.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai upaya
penyesuaian Renstra OPD (DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-
2026) dengan RPD Provinsi Banten serta penyesuaian
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan
Pertaturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor
050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.
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Penyusunan dan penyesuaian Renstra OPD (DLHK
Provinsi Banten Tahun 2023 — 2026) dengan RPD Provinsi
Banten dimaksudkan agar renstra ini dapat mengarahkan
seluruh dimensi kebijakan pembangunan lingkungan hidup
dan kehutanan sesuai kewenangannya dan dijadikan sebagai
pedoman Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten dalam rangka pencapaian tujuan serta untuk
mempermudah dalam merencanakan, melaksanakan,
mengukur dan mengevaluasi kinerja dinas/instansi sehingga
menghasilkan rumusan strategis, fokus arah kebijakan dan
program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu.

Penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun
2023-2026 didasarkan pada peraturan perundangan
Peraturan menteri dalam negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang
Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan
Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan & Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah dimaksudkan untuk
melakukan penyesuaian dengan peraturan tersebut

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten 2023-2026 adalah:

a. Memberikan arahan dan pedoman kepada aparatur
internal DLHK dan stakesholders terkait, dalam menyusun
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkungan
hidup dan kehutanan di Provinsi Banten.

b. Membangun sistem kerja DLKH Provinsi Banten yang
akuntabel dengan menjadikan Renstra sebagai salah satu
tolok ukur pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

c. Memberikan dorongan moral bagi aparatur DLHK
Provinsi Banten dalam peningkatan kinerja dan

akuntabilitas kinerja dinas.
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d. Menyesuaikan arah kebijakan dan program pembangunan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi
Banten dengan arah kebijakan dan program pembangunan
daerah Provinsi Banten, khususnya pada bidang
lingkungan hidup dan kehutanan.

e. Menyesuaikan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
yang digunakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten
2023-2026 berdasarkan peraturan perundangan (Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 dan Peraturan
menteri dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 serta Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

f. Melakukan penyesuaian capaian kinerja program dengan
melakukan penyesuain berdasarkan kondisi actual

(Pandemi Covid-19) dan resesi ekonomi dunia.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi utama dalam Renstra OPD adalah penyesuaian isi
Renstra OPD dengan RPD yang telah disusun, terutama
penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.
Sistematika penyusunan Renstra DLHK Provinsi Banten tahun

2023-2026, disajikan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

= Latar Belakang; memuat penjelasan secara ringkas pengertian
Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD,
keterkaitan Renstra OPD dengan RPD Provinsi Banten, Renstra
K/L.

» Landasan Hukum; memuat dasar hukum yang menjadi
acuan/referensi, meliputi; undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
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kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan ringkas tentang
maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra OPD
Sistematika Penulisan; memuat penjelasan ringkas tentang
pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan uraian Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, dan Tantangan

Pengembangan Pelayanan OPD;

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD; memuat
penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD,
struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai
dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang
struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan
organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses,
prosedur, dan mekanisme).

Sumber Daya OPD; memuat penjelasan ringkas tentang macam
sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan
unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan OPD; memuat tingkat capaian kinerja OPD
berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya,
menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja
pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau
indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD; mengemukakan
tantangan yang akan dihadapi dari kondisi pelayanan OPD
sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi eksternal dari rencana

strategi yang disusun.
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BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisikan tentang identifikasi isu-isu strategis. Telaah tugas

dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten. Telaah Visi, Misi Rencana Pembangunan Daerah.

Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten.

» Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD; mengemukakan kekuatan dan kelemahan yang
dimiliki dalam pelayanan OPD berdasarkan tugas dan fungsinya,
serta analisis kebutuhan dan isu-isu strategisnya.

» Telaahan Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Daerah
tahun 2023-2026; mengemukakan tugas dan fungsi OPD yang
terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah.

= Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor = pendorong dari pelayanan OPD  yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan
hidup dan Kehutanan

» Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-
2030; mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW.

* Penentuan Isu-isu Strategis; menguraikan kembali faktor-faktor
dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan OPD ditinjau dari: Gambaran pelayanan OPD;
sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian; implikasi
RTRW bagi pelayanan OPD; serta dikemukakan metoda
penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh
informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani

melalui Renstra OPD tahun 2023-2026.
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BAB IV. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Provinsi Banten. Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten.

= Visi dan Misi OPD; dikemukakan rumusan pernyataan visi dan
misi OPD;

* Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD; dikemukakan
rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

OPD;

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan kebijakan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

= Strategi dan Kebijakan OPD; dikemukakan rumusan pernyataan
strategi dan kebijakan OPD dalam 4 (empat) tahun mendatang
(2023-2026);

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan
Pendanaan Indikatif
Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

dan pendanaan indikatif.

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisikan indikator kinerja OPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai DLHK dalam 4 (empat)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Banten 2023-2026;

BAB VIII. Penutup
Bab ini berisikan kalimat Penutup sebagai bagian akhir dari
dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Banten tahun 2023-2026.
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GAMBARAN PELAYANAN
BAB II PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya uraian tugas,
fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur
Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas
Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten.

Adapun uraian secara rinci, kedudukan, tugas pokok, fungsi
dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Banten sebagaimana peraturan Gubernur diatas adalah

sebagai berikut :

(1). Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan daerah yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah.

(2) Tugas Pokok
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas

membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di
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bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

(3) Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
melaksanakan tugasnya  menyelenggarakan fungsi dan
kewenangan;

a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Stra